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Pemkot Pontianak Boyong
Dua Penghargaan dari Menkeu

PONTIANAK - Dua peng-
hargaan dari Kementerian
Keuangan melalui Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Kanwil
DJPb) Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar) berhasil di-

boyong Pemerintah Kota
(Pemkot) Pontianak. Kedua
penganugerahan itu adalah
penghargaan atas keberhasi-
lan menyusun dan menyaji-
kan laporan keuangan tahun
2021 dengan opini Wajar Tan-

pa Pengecualian (WTP) dan
peringkat pertama penghar-
gaan atas partisipasi peme-
rintah daerah dalam penyam-
paian Laporan Keuangan
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Sambungan dari halaman 1

Pemerintah Daerah (LKPD)
lingkup Kalbar periode tahun
2021. -

Wali Kota Pontianak, Edi
Rusdi Kamtono mengatakan,
penghargaan yang diterima
ini merupakan bentuk apre-
siasi pemerintah pusatkepada
pemerintah daerah yang te-
lah menyampaikan laporan
keuangannya secara akrual,
transparan dan akuntabel.

Penghargaan ini menjadi

wujud kerja keras dan kerja
bersama seluruh jajaran di
lingkup Pemkot Pontianak.
“Semoga dengan penghar-
gaan ini menjadi penyeman-
gat kita untuk menyajikan
laporan keuangan lebih baik
lagi sesuai dengan standar
keuangan negara,” ujarnya
usai menerima penghargaan
di Balai Petitih Kantor Guber-
nur Kalbar, Kamis (20/10).
‘Hasil dari audit Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) hal

yang ditekankan di antaranya
adalah ketelitian dalam penya-
jian laporan keuangan, tepat
waktudanlebih terencana. Hal
ini dikatakan Edi, supaya tidak
terjadi kesalahan-kesalahan
dalam pertanggungjawaban
laporan keuangan.

“Harapan kita laporan
keuanganini kualitasnya terus
meningkat,’ tuturnya.

ITamenambahkan, menyan-
dang predikat WTP, bukan
berarti puas dengan hasil yang
telah dicapai, sebabmasih ada
catatan dari BPK yang harus
terus ditindaklanjuti sebagai
bagian dari komitmen sebagai
pengelola keuangan negara di
daerah.

‘“Untuk itu, kita terus beru-
paya memperbaiki kualitas
pengelolaan keuangan serta
perbaikan perencanaan ang-
garan,” imbuhnya.

Kepala Kanwil DJPb
ProvinsiKalbar, Imik Eko Putro
mengingatkan kepada pemer-
intah provinsi dan kabupaten/

kotayangsudah menyandang
predikat opini WTP dari BPK,
supaya bisa tetap memper-
tahankan predikat yang telah
disandang dan semakin mem-
inimalisir permasalahan yang
ada pada laporan keuangan
daerah masing-masing.
“Kami sampaikan pemer-
intah daerah yang meraih
WTP selama sepuluh kali

berturut-turut, yakni Pemkot -

Pontianak, Pemkab Sintang
dan Perkab Sanggau,” sebut-
nya.

Dalam pelaksanaan tata
kelola keuangan daerah, ia
berharap adanya optimalisasi,
percepatandananggaranyang

dibelanjakan lebih efisien.

APBD yang dikelola diharap-
kan lebih bermanfaat bagi
kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia
juga menyampaikan terkait
dengan inflasi, yang mana
beberapa pemerintah daerah
telah berhasil melaksanakan
pengendalian dengan baik.

Kota Pontianak menjadi Tim
Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) terbaik se-Kalimantan
dalam pengendalian inflasi.

“Tentunya ada-dana in-
sentif yang akan diberikan
pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah atas upaya
pengendalian inflasi. Kota
Pontianak mendapat insentif
senilai Rp10,6 miliar,” pung-
kasnya.

Keberhasilan TPID Kota
Pontianak dalam mengendali-
kan inflasi mengantarkan Kota
Pontianak sebagai terbaik di
wilayah Kalimantan. Penghar-
gaan tersebut diterima pada
TPID Awards 2022 di Surabaya
pada September lalu. Pen-
erima TPID Awards terbagi
berdasarkan kategori wilayah,
yakni Wilayah Sumatera, Jawa-
Bali, Kalimantan, Sulawesi dan
Nusa Tenggara-Maluku-Pap-
ua. Kota Pontianak termasuk
yang paling rendah dari selu-
ruh wilayah secara nasional
yaitu 4,4 persen. (iza/r)
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